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ABSTRAK

Kondisi  tidak harmonis (disharmonis) dalam
peraturan perundang- undangan potensinya sangat besar, hal
ini terjadi karena banyak produk peraturan yang dihasilkan
baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian lembaga/
instansi yang memiliki kewenangan membentuk peraturan
perundang- undangan vyang jumlahnya banyak, yang
menimbulkan  terjadinya inflansi ~ jumlah  peraturan
perundang- undangan yang mengakibatkan tumpang tindih
peraturan yang berpengaruh pada proses pengambilan
keputusan. Sehingga pemerintah melalui Menteri Hukum dan
HAM mengeluarkan Kkebijakan Peraturan Menteri (Permen)
Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi kewenangan Menteri
Hukum dan HAM untuk melakukan mediasi terhadap
peraturan perundang- undangan yang mengalami konflik
vertikal maupun horizontal materi atau kewenangan suatu
peraturan. Bagaimana praktik mediasi dalam menanggulangi
disharmoni peraturan di Kemenrian Hukum dan HAM,
apakah praktik mediasi di Kementrian Hukum dan HAM
sudah sesuai dengan-konsep maslahat dalam hukum Islam.

Penelitian ‘ini  termasuk- kategori -penelitian pustaka
dengan studi_literatur, dengan . membaca.- berbagai sumber
bacaan. Jenis pendekatan yang digunakan 'yakni pendekatan
perundang- undangan. Penelitian ini bersifat deskripsi-
analitis, yaitu menggambarkan praktik mediasi penyelesian
disharmoni perundang- undangan di Kementrian Hukum dan
HAM dalam prespektif maslahat.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa praktik mediasi
di Kementrian Hukum dan HAM mempunyai SOP dalam
peraktiknya, tahapan- tahapannya sedikit berbeda dengan



mediasi yang biasa dilakukan. Dalam analisis penelitian ini
menunjukan bahwa proses mediasi (non-litigasi) merupakan
proses pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-
undangan yang sudah di sahkan, yang dapat mempersingkat
waktu dan murah dengan pendekatan win- win solution, yang
memberikan dampak kemaslahatan kepada semua orang.
Contoh kasus penyelesian disharmoni Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa
Rokok, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan
pasal 31 dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau, setelah melalui mediasi dan pengkajian
bersama, menghasilkan berupa poin- poin kesepakatan
bersama.

Kata Kunci: Disharmoni, Peraturan Perundang- undangan,
Mediasi



B =

W)  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal: Skripsi Saudara Eef Saepul Milah

Kepada Yth..

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka
kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eef Saepul Milah
NIM : 15370040

Judul : “Permenkum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan Melalui Mediasi
Prespekiif Maslahah Mursalah”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan KalijagaYogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu
dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 26 November 2019



ASUS
Inserted Text


PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Eef Saepul Milah
NIM : 15370040
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skrispi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya
sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di
kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditndak sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

26 November 2019

STATE ISLAMIC NI ER
SUNAN KALI]AGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
@% UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
m FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-188/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul :Mediasi Sebagai Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- Undangan Dalam
Permenkum Dan HAM Nomor 2 Tahun 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EEF SAEPUL MILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15370040

Telah diujikan pada : Jumat, 17 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir SA

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

oh. Tamtowi, M. Ag.
. 19720903 199803 1 001

Penguji Penguji TI

Dr,H. M. Nur, $.Ag.,M.Ag. DriOcktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19700816,/199703 1,002 NIP. 19681020 199803 1 002

Yogvakarta, 17 Januari 2020
RI Sunan Kalijaga
ari'ah dan Hukum

P 19710430 199503 1 001

vi



PERSEMBAHAN

Karya Ilmiyah ini saya Persembahkan Kepada
Ayahanda Moh. Muslih dan (Almh) Ibunda Inah

Yang telah mencurahkan segala kasih sayang, dorongan dan

pengorbanan terhadap anak-anak nya. Terima kasih, semoga

Allah Swt membalas kebaikan kalian dan semoga kita semua
dikumpukan di surga nanti.

vii



MOTTO

Be The Best But Don’t Feel The
Best

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penysusunan transliterasi Arab- Latin yang dipakai
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan 0543b/U/1987.
Yang secara garis besar di jelaskan sebagai berikut:

A. Konsosnan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
O Ta’ T Te
& Sa S S (dengan titik
z Jim J diatas)
z Ha’ h Je
¢ Kha’ Kh Ha (dengan titik
3 Dal D dibawah)
3 Zal ). Kdanh
B Ra’ R De
J Za’ Z Z (dengan titik
o Sin S diatas)
o Syin Sy Er
o= Sad S Zet
o= Dad d Es




3% Ta’ t Es dan ye
L Za’ z Es (dengan titik di
& ‘Ain ¢ bawah)
¢ Gain G De (dengan titik di
< Fa’ F bawah)
3 Qaf Q Te (dengan titik di
Sl Kaf K bawah)
J Lam 5 Zet (dengan titik di
N Mim M bawah)
O Nun N Koma terbalik ke
3 Wawu W atas
o Ha’ H Ge
3 Hamzah ‘ Ef
s Ya’ Y Qi

Ka

‘el

‘em

‘en

w

Ha

Apostrof
Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di tulis Rangkap



3adeia Ditulis Muta’addidah

s Ditulis ‘Iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila ta’ Marbutah di baca mati di tulis dengan h, kecuali
kata- kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.
Aala Ditulis Hikmah

Qs Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al”
serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

el ¥ da) S Ditulis Karamah al-
auliya’

3. Bila ta” Marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah
dan dhamah ditulis t.

‘ hil) 38 ‘ Ditulis ' Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek
‘ ’ ‘ Fathah ‘ A

Xi



Kasroh

& Dammah
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis A
Ditulis Jahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
Ditulis Tansa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
Ditulis Karim
4, Dammah + wawu Ditulis U
mati Ditulis Furud
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati | Ditulis Ai
aliy Ditulis Bainakum
2. Fathah + wawu Ditulis Au
mati Ditulis Qaul
Jsd
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G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan tanda apostrof (“)

1. asdl) Ditulis A’antum
2. S ol Ditulis La’in
syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bilakata sandang Alif+ Lam diikuti huruf gamariyyah
ditulis dengan al.

O AN Ditulis Al-Qur’an

bl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+ Lam diikuti syamsiyah ditulis
dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya; serta.dihilangkanthuruf |(el)-nya.

¢ lacdd) Ditulis as-Sama’

uaal) Ditulis as- Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD).
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J. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau
pengucapannya.

w2938l 9l Ditulis Zawi al-furud

) Ja) Ditulis Ahl- as- Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,
misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syari’at, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun
sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-
hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama-Arab, tapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin,
misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri, Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata

Arab, misalnya, Toko Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
() Ulsa o Y 5} (s 5iliSle 13 Ulaa (o3 b el
Ay A e (3 dene dl) J gy e 2Dl g 33l
R DY SPRRE TEWR RUTR TR SOWE DA SIRVIV
Al e 5 agin Janll 5 aglian (32825 Lgle 5 cagic
| 538 g Akl Adylan 5 alimy 5 Al s (Ao sl (53l diaia
e Lo colan ) sled g oy 1l Lalad
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara hukum (rechsstaat) modern dalam fungsi
peraturan perundang- undangan bukan hanya memberikan
bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku
hidup dalam masyarakat, dan undang- undang bukan hanya
sekedar produk dari fungsi negara dibidang pengaturan.
Namun lebih dari itu, undang- undang adalah salah satu
instrument untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan
masyarakat menuju cita- cita yang diharapkan.! Negara
Indonesia yang dicita- citakan sesuai cita- cita the foundhing
father adalah negara hukum bukan negara yang didasarkan
atas kekuasaan belaka.

Dalam konsepsi: negara  hukum,undang- undang
merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam
kehidupan bernegara, karena hukum itu ada didalam

perundang- undangan. Sehingga orang harus memberikan

L A, Rosyid Al- Atok, ” Check and Balances dalam Pembentukan
UU dengan Sistem Bikameral di Lima Negara Keseatuan”, Jurnal
Legislasi Indonesia volume 13 nomor 3 tahun 2016., him. 1.
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tempat yang tinggi kepadanya. Mengingat penting dan
strategisnya undang- undang dalam kehidupan bernegara
maka setiap negara akan berusaha membuat undang- undang
yang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses
dengan prinsip check and balances antar lembaga negara
sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.?
Dan apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan yamg dapat
merugikan salah satu pihak yang bersifat umum dalam suatu
perundang- undangan dapat dilakukan upaya pengujian

perundang- undang.

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-
undangan merupakan upaya penyelarasan baik secara
materil maupun formil dengan peraturan yang lebih tinngi.
Dalam hal suatu Undang- undang diduga bertentangan
dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia,
pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi-~ dan' “dalam *'hal - suatu' ' Perundang- undangan
dibawah "Undang- ‘Undang, pengujiannya  dilakukan oleh
Mahkamah Agung. -Sehingga segala bentuk konflik suatu
produk hirarki perundang- undangan telah diatur dalam
Undang- Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan perubahan atas Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pemebntukan Peraturan

Perundang- undangan.

2lbid



Pemerintah sebagai lembaga eksekutif melaksanakan
amanat undang-undang atas dasar kehendak rakyat,
memiliki kewenangan melakukan upaya penataan aturan
dalam hal pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
ekonomi, kesehatan, keamanan dan lainnya. Aturan- aturan
yang disusun oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan
yang diatas atau aturan yang sejajar tidak boleh saling
bertentangan atau tumpang tindih, karna hal itu dapat
mempengaruhi pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat
yang menghambat mengambil keputusan yang seharusnya
memberikan kemudahan dalam prosesnya, namun justru
mempersulit masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak
peraturan- peraturan baik di tingkat pusat sampai daerah,
yang tidak lepas dari persoalan-persoalan konflik, baik
dalam tatatnan sosial atau hukum maka untuk menciptakan
keadilan di tengah. di masyarakat. dalam, Undang- Undang
Dasar 1945 'menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk melakukan
tindakan melakukan penegakan hukum, UUD menyebutkan
secara langsung lembaga yang berwenang untuk melakukan
penegakan hukum tersebut adalah Mahkamah Agung (MA)

dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang masing- masing



lembaga tersebut kewenangannya telah diatur secara rinci
dalam pasal 24A ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan pasal 24C ayat
Q) (2) (3) (4) () dan (6) UUD 1945. Saat ini Lembaga
pengadilan banyak disibukan dengan banyak nya kasus yang
harus diselesaiakan, namun dengan keterbatasan ruang dan
sumber daya manusia, menghambat proses penyelesaian
perkara.

Berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
pada 5 April 2017, MK membatalkan putusan pengujian
Undang- undang terhadap beberapa norma dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda). Putusan perkara Nomor 137/PUU-
XI11/2015 tersebut mengabulkan sebagain permohonan yang
diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (Apkasi), beberapa Kepala Daerah dan Ketua
DPRD sebagal unsur pemerintahan daerah dan beberapa
Bupati serta satu perorangan. Salah; satu.pasal yang di uji
dan dikabulkan terkait pengaturan kewenangan Menteri dan
gubernur -membatalkan. peraturan daerah (Perda kabupaten/
kota). Sehingga kini gubernur dan Menteri dalam negeri
(Mendagri) tidak lagi dapat membatalakan perda kabupaten
/ kota. Putusan ini pun berdampak pembatalan perda

kabupaten/ kota hanya dapat ditempuh melalui mekanisme



Judicial review Mahkamah Agung (MA).2 Hilangnya
Kewenangan eksekutif dalam melakukan pembatalan
terhadap suatu Perda, pemerintah melakukan upaya agar
proses birokrasi berjalan baik, pemerintah melakukan upaya
yang tidak bertentangan dengan konstitusi. untuk itu
Menteri Hukum dan HAM di awal tahun 2019 tepatnya
bulan februari mengeluarkan Peraturan Mentri Hukum dan
Ham (Permenkumham) Nomor 2 tahun 2019 tentang
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan
melalui mediasi, persoalannya sekarang bagaimana Menteri
Hukum dan Ham melakukan penyelesaian disharmoni
perundang- undangan terhadap perundang undangan baik
vertical maupun horizontal.? Dan bagaimana nilai

kemaslahatannya?

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Jdatar belakang.yang telah, dipaparkan di
atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai
berikut:
e Bagaimana mediasi sebagai solusi
Penyelesaian Disharmoni Peraturan

Perundang- undangan?

3 M. Nur Sholikin, Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk
Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif
dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA, ( Jurnal Rechts Vinding Online,
2017), him.1



e Bagaimana proses mediasi yang dilakukan
oleh Kementrian Hukum dan HAM terhadap

Disharmoni Peraturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan
dan  kegunaan  masing- masing dengan  melihat
perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:
a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, dapat dipaparkan
dengan jelas bahwa penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa penting dan manfaatnya melakukan
penyelesaian  disharmoni  perundang- undangan yang
dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM melalui
mediasi dengan prespektif maslahah murslah
b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan; teoritik

a) Hasil dari penelitian/ini di harapkan.memperluas

wawasan ketlmuan hagi para mahasiswa atau pakar

Hukum Tata Negara dalam ilmu Kketatanegaraan

yang berkaitan dengan disharmoni perundang-

undangan

b) Dapat dijadikan pedoman bagi pihak atau peneliti

lain yang hendak mengkaji lebih dalam tentang



hukum tata negara, lebih khusus mengenai lembaga
negara beserta perundang- undangan di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini harapannya
menjadi  bahan rujukan atau referensi untuk
membahas  berbagai  disharmoni  perundang-
undangan dari atas sampai bawah yang
penyelesaiannya melalui mediasi. Dan menjadi
masukan bagi pemerintah terkait dengan persoalan
perundang- undangan. Serta menjadi bahan bacaan
bagi masyarakat maupun akademisi  dalam
memperluas  pandangan  terhadap  kebijakan-
kebijakan 'peraturan pemerintah dalam menjalankan

roda pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun karya ilmiyah agar tidak terjadi
kesamaan« ‘penelitian ‘yang  sudah' dilakukan. Setelah
dilakukan = penelusuran terkait penelitian. ~mengenai
penyelesaian ~disharmoni perundang- rundangan melalui
mediasi, belum menemukan tulisan yang berkaitan dengan
objek penelitian perma nomor 2 tahun 2019. Adapaun
penelitian yang mendekati tema penulisan ini ada sebagian
namun berbeda objek kajiannya, daintaranya sebagai
berikut:



Pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang
disusun oleh Cahyo Dwi Nugrahanto dengan judul “Hak Uji
Materil oleh Kekuasaan Kehakiman terhadap Peraturan
Menteri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia”.*
Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tersebut membahas
mengenai analisis terhadap hak uji materil (judicial review)
peraturan menteri yang dilakukan olen Mahkamah Agung
Republik Indonesia dengan menggunakan dua variabel,
yaitu kedudukan peraturan menteri dalam sistem legislasi
nasional dan kewenangan atau hak uji materil terhadap
peraturan menteri. Sehingga dalam kesimpulan karya
ilmiyah tersebut MA berkewenangan melakukan pengujian
materil terhadap peraturan menetri sebagai bentuk check
and balance, adapun kaitannya dengan karya ilmiyah yang
hendak penulis teliti berbeda karna pengujian perundang-
undangan. wyang berbentuk- perma. tersebut  dilakukan
dipengadilan dan objek kajian dengan peneliti juga berbeda
namun ada persamaan - dalam -hal pengujian. perundang-
undangan.

Kedua yang perlu ditintau adalah skripsi yang

disusun oleh Nindya Chairunnisa Zahra dengan judul

4 Cahyo Dwi Nugrahanto, “Hak Uji Materil oleh Kekuasaan
Kehakiman terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.



“Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri sebagai
Jenis Peraturan Perundang- undangan.” Karya ini
diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia®.
Karya ilmiyah ini membahas mengenai bagaimana
kewenangan dalam pembentukan peraturan menteri, yang
dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa peraturan hanya
dapat dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi untuk
membentuk peraturan perundang- undangan. Oleh karena
itu, peraturan menteri hanya dapat dibentuk apabila
diperintankan oleh peraturan perundang- undangan yang
lebih tinggi baik secara eksplisit maupun tidak.

Ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang
disusun olehr Muhammad Zulpianoor dengan judul
“Pembatalan Peraturan Daerah syariah oleh Menteri
dalam negeri Prespektif Siyasah Syariah”. Karya ini
diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri ~Sunan Kalijaga.® . Karya. <ini-~ menjelaskan
tentang. kewenangan pembatalan yang  dilakukan oleh
menteri dalam negeri yang .merupakan pegawasan terhadap

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun

5 Nindya Chairunnisa Zahra, “Kewenangan Pembentukan
Peraturan Menteri sebagai Jenis Peraturan Perundang- undangan.”
Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

® Muhammad Zulpianoor, “Pembatalan Peraturan Daerah
syariah oleh Menteri dalam negeri Prespektif Siyasah Syariah”. SKripsi,
diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
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semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan kewenangan Menteri tersebut karena tindakan
tersebut inkonstitusional. Bahwa kesimpulan penelitian
tersebut menyatkan bahwa sebelumnya ada aturan yang
memberikan kewenangan Menteri dalam negeri untuk
membatalkan peraturan kabupaten atau kota, apabila ada
aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang diatasnya,
namun kewenanagn itu hilang setelah ada keputusan dari
Mahkamah  Konstitusi ~yang  menyatakaan  bahwa
kewenangan itu inkonstitusional. Tulisan ini hampir sama
dengan peneliti, dari segi subjeknya yaitu lembaga eksekutif
yang berperan untuk melakukan penilaian terhadap
perundang- ‘undangan, bedanya menkumham melakukan
mediasi yang hasil akhirnya berupa rekomendasi atau
kesepakatan bersama.

Keempat tinjauan penelitian yang dilakukan oleh
saudara Agung Maldi Saputra -dengan; judul ‘Pengaturan
Eksekutif = Review . terhadap Peraturan Daerah

2

Kabupaten/Kota”. Karya ini diterbitkan di-Fakultas Hukum
Universitas  Bengkulu.” Karya menjelaskan tentang
kewenangan menteri dalam negeri untuk melakukan uji
materil yang sifat nya dapat mencabut peraturan daerah

kabupaten/ kota, implikasi nya perda tersebut tidak berlaku

" Agung Maldi Saputra, “Pengaturan Eksekutif Review terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Skripsi, diterbitkan di Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu.
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dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun penelitian
tersebut dilakukan sebelum dikeluarkannya putusan MK
tangga 5 april 2017, nomor perkara 137/ PUU-XIII/ 2015
tentang pencabutan kewenangan pembatalan peraturan
daerah sebagaimana tertera pada ayat 2,3,4 dan 8 pasal 251
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sehingga dapat dikatakan sekarang terjadi ketidak
wenangan eksekutif melakukan pencabutan perda karena
bertentangan dengan konstitusi, karena adanya putusan
pengadilan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.
Kelima telaah terhadap karya ilmiyah skripsi yang
dilakukan oleh saudara Ahmad Hanifuddin dengan judul
“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui
Jalur Mediasi (perakara No 1227/ PDT.G/2017/PA. SMN di
Pengadilan Agama Sleman)”® Karya ini di terbitkan di
fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta; penelitian .ini. objek yang dikaji berupa suatu
putusan. perkara < [Eonomi < syariah, dimana _penyelesian
sengketa nya-dilakukan melalui jalur-mediasi. Hubungan
karya tersebut dengan penelitia yang hendak dilakukan,
ingin menunjukan bahwa penyelesaian sengketa dengan

jalur mediasi bisa dilakukan terhadap sengketa ekonomi

8 Ahmad Hanifuddin dengan judul “4nalisis Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui Jalur Mediasi (perakara No 1227/
PDT.G/2017/PA. SMN di Pengadilan Agama Sleman)”. Skripsi, di
terbitkan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta
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syariah, tidak hanya mediasi dalam hal individu dengan
individu namun bisa juga dilakukan antar individu dengan
kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya.
E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan
gambaran atau batasan- batasan tentang teori-teori yang
akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan
dilakukan, kerangka teori mengenai Vvariabel-variabel
permaslahan yang akan diteliti.® Kajian penelitian ini
menggunakan teori maslahah al- mursalah sebagai teori
utama dan teori kewenangan sebagai teori prndukung.
Kedua teori tersebut di jadikan sebagai alat analisis

berkenaan penelitian ini.

1. Teori Maslahah al- Mursalah

Salah satu metode yang dikembangkan ulama figih
dalam mengistinbath™“hukum “Islam “dari’ ' nash adalah
maslahah mursalah. Penggunaan maslahah mursalah sebagai
hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat
dalam suatu hukum.® Dalam beberapa literatur ushul figh
yang ada, pengertian maslahah mursalah adalah

mengandung manfaat, baik secara asal maupun melalui

 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposional,
cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), him. 41.
10 Nasrun Harun, Ushul Figh 1 (Jakarta: Logos, 1997) him.113.
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proses seperti menghasilakn kenikmatan atau faedah.!
Maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak
ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan tidak
ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.'?
Pada hakikatnya, maslahah mempunyai dua sisi, yaitu sisi
positif (ljabi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa
merealisasikan kebaikan (ijab al-manfa’ah), sedang sisi
negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf al-
manfa’ah).®

Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud
syara’, maslahah al-mursalah disamakaan dengan istihsan
bi al-darurah. Imam Malik memakai metode ini dengan
melandaskan kepadaa tigaa jenis kemaslahaatan manusia,
yakni daruriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah. Maslahaah
murslah berlandaskan pada kemaaslahatan yang bersifat
daruri, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, dan
harta.'*

Penetapan 'maslahaah ‘mursalah/ harus ‘memenuhi
empat syarat berikut:

e Daruriyyah ( Kemaslahatan sangat esensial dan

primer)

11 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fighiyah: Isu-isu Figih
Kontemporer (Yogyakarta: TERAS, 2011) him. 93.

2 Abdul Wahab Khallaf, Mashadir al-Tasri’ al-Iskami Fima La
Nasha Fihi (Kuwait: Dar al-Qolam,1972) him.84.

13 Suwarjin,Ushul Figh (Yogyakarta: TERAS,2012) him.138.

14 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2007) him. 279.
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e Qath’iyah ( Kemaslahatan sangat jelas dan tegas)
e Kulliyah ( Kemaslahatn bersifat universal)
e Mu’tabaroh  ( Kemaslahatnnya berdasarkan dalil
unversal daro keseluruhan garinah).t®
Dalam hal ini, yang menjadi indikator adalah
seberapa besar kebutuhan manusia yang bertujuan untk
mewujudkan kemaslahatan. Termasuk seberapa penting dan
maslahan  memberlakukan aturan pemerintah  melalui
menteri hukum dan ham untuk menyeleasaikan konflik di
dalam materi peraturaan perundang- undangan baik vertikal
maupaun horizontal melalui jalur mediasi atau melalui luar
jalur pengadilan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian
pustaka menjelaskan terhadap masalah yang diteliti,
mencangkup | penelitian  terhadap:- peraturan undang-
undangan, asas-asas hukum islam, penelitian terhadap
sistematika ~hukum,. penelitian> ‘terhadap tahap
singkronisasi hukum atau penelitian perbandingan
hukum.
2. Metode Pendekatan
Pendekatan perundang- undangan (statue

approach), suatu penelitian normatif karena yang

15 1bid.
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akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang
menjadi fokus sekaligus tema penelitian ini. Karena
peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang
mempunyai sifat-sifat. Pertama sifat comprhensive
artinya norma- norma hukum yang ada di dalamnya
terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
Kedua, sifat All-inclusive bahwa kumpulan norma
hukum  tersebut cukup mampu  menampung
permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan
ada kekurangan hukum. Ketiga, systematic bahwa
disamping bertautan antara satu dengan yang lain,
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara
hirarkis.®

Pendekatan konsep (conceptual approach),
konsep (Inggris: concept, Latin: conceptus dari
concipere (yang berarti memahami, menerima,
menangkap).-Konsep dalam pengertian yang relevan
adalah ‘unsur- ‘unsur‘abstrak yang mewakili kelas-
kelas -fenomena , dalam - suatu ;-bidang, studi yang
kadangkala menunjuk pada hal- hal universal yang
diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Menurut
Ayn Rand, secara filosofis konsep merupakan

integrasi mental atas dua unit atau lebih yang di

16 Johmy Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum

Normatif, cet. VI (Malang: Bayumedia Publishing, 2012) him. 303.
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isolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan
dengan definisi yang khas.’

Pendekatan Analitis (analytical approach)
maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-
istilah yang digunakan dalam aturan perundang-
undangan secara konsepsional, sekaligus megetahui
penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan
hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan.
Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru
yang terkandung dalam aturan hukum yang
bersangkutan. Kedua, menguji istilah- istilah hukum
tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap
putusan-putusan hukum.®

3. Sumber Data dan Bahan Hukum
a. Data Primer
Bahan: :hukum ;  primer . .data- peraturan

perundang- undangan  sebagai objek ‘penelitian,
yaitu+, Peraturan, Menteri Hukum, dan Ham
(PERMENKUMHAM) Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Penyelesaian  Disharmoni  Peraturan
Perundang- undangan Melalui Mediasi.

b. Data Sekunder

17 1bid. Hal. 306.
18 Ibid. Hal. 310.
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Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum
yang dapat memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer, yang diperoleh tidak
secara langsung melainkan melalui perantara
berupa data dan informasi yang terdapat di
dalam buku- buku literatur, perundang-
undangan hasil penelitian, buku- buku teks,
jurnal ilmiyah, artikel, surat kabar (koran) dan
berita internet.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yang dapat
menjelaskan baik bahan hukum primer maupun
bahan hukum skunder, yang dapat berupa

kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian . ini- akan . melakukan analisis
dengan metode studi pustaka (library reseach) yang
tidak ditujukan. langsung kepada subjek penelitian
dengan memadukan beberapa teori-teori yang ada.
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data
dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai
karya ilmiyah, buku, undang- undang, catatan, serta
berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah

yang ingin dipecahkan.
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5. Analisis Data

Dengan banyaknya data, model analisis data
yang akan digunakan, dalam konteks ini peneliti
menggunakan metode berfikir kuantitatif dalam
kerangka deskriptif dan normatif. Artinya bahwa
terkait sumber- sumber data yang sudah
dikumpulkan akan diurai dengan teori- teori yang
ada dan kemudian dikembangkan yang akhirnya
akan menemukan kesimpulan yang dapat menjawab
terhadap pertanyaan penyusun atas objek penelitian

yang akan dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan
guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

Bab |, berisi: pendahuluan. yang rakan - menjelaskan
tentang. latar - belakang, rumusaan masalah, /kegunaan
penelitian; - telaah—pustaka, rkerangka -teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il berisi tentang penjelasan mengenai landasan
teori berupa Maslahah mursalah sebagai grand teori yang
akan mengupas permaslahan mengenai penyelesaian

disharmoni peraturan perundang- undangan melalui mediasi.
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Bab Il berisi tentang tinjauan  umum
permenkumham nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian
disharmoni perundang- undangan melalui mediasi.

Bab IV berisi tentang studi kasus dan analisis
permenkumham menggunakan pisau analisis maslahah

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan

dan saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Peraturan perundang- undangan setiap tahun dibuat
oleh lembaga legislative, lembaga eksekutif dan yang
memiliki kewenangan menurut Undang- undang. Banyaknya
pembuatan aturan, ada peluang terjadinya tumpang tindih
peraturan baik secara materil maupun formil, baik secara
vertical ataupun horizontal. Sedangkan lembaga yudikatif
dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki Kketerbatasan

kemapunan sumber daya dan waktu.

Proses penyelesian disharmoni peraturan perundang-
undangan melalui mediasi merupakan langkah alternative
dalam hukum tata negara. Terobosan dengan mediasi untuk
menyelesiakan disharmoni peraturan perundang- undangan
telah melakukan, percepatan. penyelesaian dengan cepat, tepat
dan mufakat. Ditengah permasalahan ‘peraturan’ perundang-
undangan ‘yang banyak" dan" kemungkinan adanaya ke tidak
sinkronan dengan peraturan lainnya, dapat mempengaruhi
proses pengambilan keputusan yang imbasnya pelayanan
terhadap masyarakat akan terhalang. Sehingga proses
penyelesaian  disharmoni  peraturan  melalui  mediasi

merupakan jalan tempuh kemaslahatan bagi semua orang.

83
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B. Saran

Mediasi merupakan alternative penyelesian sengketa
yang baik dan cepat, namun kalau saja cara itu tidak
diimbangi dengan proses yang baik tujuan itu akan sia- sia.
Dalam suatu konflik di masyarakat, pemerintah semaksimal
mungkin melakukan cara agar dapat menemukan
penyelsaian di sebuah konflik, khususnya berkaitan dengan
peraturan perundang- undangan. untuk lebih baik lagi

penangan disharmoni peraturan, penulis memberikan saran:

e Dengan banayknya atauran yang dibuat setiap
tahunnya, diperlukan suatu lembaga tertentu untuk
melakukan terhadap suatu  peraturan perundang-
undangan sehingga nantinya dapat lebih menguatkan
harmonisasi perundang- undangan

e Dibutkan aturan yang lebih tinggi dibanding
Peraturan Menteri.  untuk  menanagani disharmoni
peraturan.

e Penguatan .-Harmonisasi, . sebelum . pemebntukan

peratura

84
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